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Pejabat Dinas Pendapatan Diperiksa

Kasus PNS Fiktif
di Pemkab Bangkep

BANGKEP- Kasus pegawai

negeri sipil (PNS)
\m\\ siluman alias fiktif

di Pemkab Banggai Kepulauan
(Bangkep) sudah ditangani pihak
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Bangkep. Selain kejaksaan,
Inspektorat Bangkep juga tak
mau ketinggalan menyelidiki
kasus tersebut.

Ada beberapa oknum pejabat
pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Bangkep telah diperiksa oleh tim
Inspektorat untuk mencari fakta
kebenaran terkait PNS fiktif.

Belum ada informasi hasil
pemeriksaan tersebut, tetapi
Inspektorat Kabupaten Bangkep
sedang gencar melakukan
penyelidikan dan mengumpul-
kan fakta kebenaran itu.

Hal ini diungkapkan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Bangkep,
Sartono Moidadi yang dihubungi
melalui ponselnya, Senin (21/11)
lalu. Pimpinan lembaga yang
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Kerugian Negara Rp200 Juta Lebih

m Pejabat ...
Sambungan dari hal 1

terkait dengan kepegawaian

juga tak  luput dari
pemeriksaan Inspektorat
Bangkep.

“Kami juga telah dimintai
keterangan terkait dengan
dugaan empat PNS siluman
yang ditengarai melibatkan
oknum tertentu di DPPKAD
Kabupaten Bangkep. Namun,
Kami tidak mengetahui siapa
saja pegawai dan pejabat yang
terlibat dalam kasus dugaan
PNS siluman itu,” ungkap
Sartono Moidadi.

Hingga kini jaksa Kejari
Bangkep masih melakukan
pengembangan kasus PNS
fiktif ini. Namun para jaksa
yang menyidik kasus tersebut
belum mau memberikan
keterangan soal jumlah
tersangka.

Informasi yang diperoleh di
lingkungan Kejari Bangkep,

kemungkinan ada tiga orang
yang bakal menjadi
tersangkanya. ‘’Yang pasti
jaksa akan usut sampai ke
aktor intelektualnya,”” kata
sumber di Kejari Bangkep.
Sumber itu membenarkan
jika PNS fiktif berjumlah
empat orang, yakni
Nurwahida, Sumiati, Sarah
dan Mariati. Dari jumlah itu
berarti negara telah dirugikan
sebanyak Rp200 juta lebih. Itu
terhitung dari pembayaran gaji
pokok sejak tahun 2009
sampai bulan Juli 2011.
“’Kerugian negara ini bisa
lebih banyak lagi karena
belum termasuk pembayaran
lain-lain,”” katanya.
Mengenai kerugian negara
itu, Sartono mengaku tidak
mengetahui secara pasti berapa
nilai kerugian negara dengan
adanya PNS Siluman yang
menerima  gaji  setiap
bulannya. Dia mengatakan,
meski diperiksa pihak

Inspektorat, dia memastikan
jika kasus PNS fiktif bukan
terjadi di BKD Kabupaten
Bangkep.

Dia menduga ada permainan
di bagian keuangan, karena
DPPKAD Kabupaten
Bangkep yang membayarkan
gaji keempat PNS fiktif. Soal
siapa oknum pegawai yang
bermain dalam kasus ini
tunggu saja hasil penyelidikan
pihak Inspektorat dan Kejari
Bangkep. 3

“Saya belum mengetahui
siapa dalang di balik
pengangkatan PNS fiktif
tersebut. Karena data
kepegawaian empat PNS fiktif
masing-masing Nurwahida,
Sumiati, Sarah dan Mariati,
tidak ada di BKD Kabupaten
Bangkep. Itu berarti,
DPPKAD Kabupaten Bang-
kep yang lebih mengetahui
PNS fiktif, karena instansi
itulah yang mengeluarkan gaji
pegawai,” katanya.(rd)




